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embahasan Tax Amnesty
ikebut Sepekan

depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin.

Target tambahan penerimaan sebesar
Rp 165 triliun akan masuk APBN

Perubahan.

Andi Ibnu
andi.ibnu@tempo.co.id

JAKARTA — Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat
berkomitmen memper-
cepat pembahasan Ran-
cangan Undang-Undang
PengampunanPajak.Dewan
menargetkan pembahasan

aturan tax amnesty ini bisa
rampung pada 28 Juni men-
datang, atau sehari sebelum
tenggat pengesahan RUU
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) 2016.
“Pembahasan = tinggal
menyisakan beberapa pasal
krusial,  seperti tarif dan
durasi pemberlakuan,” ujar

TEMPO/EKO SISWONO TOY!

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran berunjuk rasa menolak RUU Pengampunan Pajak di

anggota Badan Anggaran,
Wilgo Zainar, kemarin.
Ketua Badan Anggaran
Kahar Muzakir menim-
pali, pengesahan RUU
Pengampunan Pajak sebe-
lum RUU APBN-P merupa-
kan kesepakatan politik
parlemen dan. pemerintah.
Skenarionya, segera sete-
lah RUU Pengampunan
Pajak diketuk, asumsi tam-
bahan penerimaan negara
dari program tax amnesty
sebesar Rp 165 triliun akan
dimasukkan ke asumsi
penerimaan APBN-P.

“Asumsi penerimaan se-
mentara dalam RAPBN-
P 2016 yang sebesar Rp
1.786,2 triliun belum ter-
masuk tambahan pene-
rimaan dari program tax
amnesty,” politikus Partai
Golkar ini menjelaskan.

Senin lalu, Ketua DPR
AdeKomarudinjugamenya-
takan tekadnya untuk
menyelesaikanpembahasan
RUU Pengampunan Pajak
sebelum cuti Lebaran.
Pernyataan itu kemudian
ditindaklanjuti pertemuan
Ketua Umum Partai Golkar
Setya Novanto dan Menteri
Koordinator Politik, Hu-
kum, dan Keamanan Luhut
Binsar Pandjaitan.

Menteri Keuangan
Bambang  Brodjonegoro
juga bergerak cepat meng-
antisipasf aliran dana
masuk setelah program
tax amnesty berjalan. Dia
menuturkan, pemerintah
tengahmenyiapkanrencana
membuat area suaka pajak
(tax haven) di Indonesia.
Tujuannya, menarik uang
dan aset investor Indonesia
dari wilayah tax haven
seperti Singapura, British
Virgin Islands, Panama,
dan Vatikan.

“Sehingga, basis bisnis
orang yang selama ini
menaruh uangnya di tax
haven menjadi basis bisnis
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Pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang ditargetkan rampung
sebelum libur Lebaran tinggal menyisakan tujuh pasal lagi yang

dibahas panitia kerja. =

Pasal 2: Setiap wajib pajak
—= yang berhak mengikuti
program tax armnesiy harus
memiliki nomor pokok wajib
pajak yvang benar.

Pasal 3: Tarif tebusan dan
repatriasi masih tinggi,
yakni di kisaran 5-25 persen
~dan 2-1.7 persen. Periode -
pemberiakuannya masih
diperdebatkan antara 2 x 2
bulan dan 3 x 3 bulan terhitung
muiai Juli 2016.

Pasal 4: Setiap peserta

.~ harus memasukkan data
harta, Kewajiban, dan utang
vang benar dalam surat
pemberitahuan tahunan (SPT)

- pajak penghasilan.

Pasal 8: Peserta program
: tax amrnesty dari wajib
pajak badan harus diwakili

oleh direktur utama/presiden
direktur/ketua yayasan.
Kepesertaan juga harus
diwakilkan jika pemimpin
tertingegi perusahaan menlnggal
dunia. )

Pasal 1.4: Tidak ada
penyusutan harta untuk
harta tambahan berupa aktiva
berwujud dan pengenaan tarif
25 persen.

Pasal 21: Harta bersih
pPribadi atau badan yang tak
dilaporkan akan diperiakukan
sebagai tambahan penghasilan
yvyang diperoleh wajib pajak.

Pasal 23: Menteri,

wakil rnenterl pegawai
Kementertan Keuangan, dan
pejabat lain yang membocorkan
data akan dikenai hukum
pidana. e ANDI IBNU

Indonesia,””kata Bambang.
Dia mengimbuhlkan, mo—
del ftax havere Indonesia
bisa mencontoh offsfrore
Firnarncial cerzter di Pulau
Labuhan, Malavsia. Kon—
sepnya, sebuah pulau dipi-—
lih sebagai gudang - untuk
menampung bisnis perusa-—
haan cangkang dengan
insentif pajak wang amat
murah. “Rencana ini sudah
dibahas di level atas.”
Menteri Perencanaan
Pembangunan INasional
Sofyan Djalil mengung—
kaplkan, pembentukan ztax
Fraer: lokal berrmanfaat
untulk menampung perusa—
haan cangkang yang mmau

melakukan dananva. Tapi,
dia menekankan bahwa
rencana ini mesti segera
direalisasi. “Talk relevan lagi
jika perjanjian final pertu—
karan data pajak diberlaku—
kan pada 20187, )

Gubernur Bank Indonesia
Agus Martowardojo sebe—
Jumnya mengatakan poten—
si aaliran dana masulk
sebesar Rp 165 triliun dari
Program tax amnesty alkan
menjadi suntikan penyvegar
bagi Prertumbuhan eko—

‘mnmomi. Apalagi proyveksi per—

tumbuhan ekonomi telah
diturunkan dari 5,2 persen
menjadi 5,1 persen. & GHOIDA
RAHMAH | ADITYA BUDIMAN | YOHANES PASKALIS
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